BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu
aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi
kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum
perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat
bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam buku
III KUH Perdata tentang Perikatan.! Perkembangan ini terjadi antara lain
karena Pasal 1338 KUH.

Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk
membuat janji. Perjanjian harus di laksanakan dengan itikad bak oleh para
yang mengadakanya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.?

h. 290.

h. 9

! Abdulkadir Muhammad, 2020, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti),

2 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021),

15



Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
Pasal 1313, yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan
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mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.”

Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan
melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan
dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam
perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum
Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang pula para pihak lebih memilih tunduk
pada aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili
sengketa yang mungkin timbul. Namun melihat apa yang terjadi dengan
dasar pertimbangan tertentu, dapat diajukan juga gugatan ke pengadilan
Indonesia. *

Secara teoretik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu
pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika
memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut.
Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian
merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk
menjamin terlaksananya prinsip access of justice atau akses kepada
keadilan dan memastikan terjaganya prinsip rule of justice atau keadilan

yang berkuasa.

3 Subekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta, PT. Pradnya
Paramita, 2020) h. 338
* M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung, Alumni, 2019), h. 7
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Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim dan
bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan
demokratis. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat
diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak
tertulis.’

Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau
tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari
adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat
untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Dalam mencapai kebutuhan
hidupnya manusia sering kali melakukan kerjasama, karena antara manusia
dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Suatu perjanjian berawal
dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak
yang kemudian di melakukan negosiasi untuk mencapai satu tujuan yaitu
kesepakatan. Sehingga akibat dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan
antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Perjanjian hutang piutang merupakan suatu perjanjian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih antara kreditur dan debitur yang
memuat sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur
dimana debitur yang melakukan perjanjian akan akan berjanji melakukan
pembayaran hutangnya pembayaran kepada kreditur dalam jangka waktu

yang telah disepakati dan juga memuat denda keterlambatan apabila pihak

> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, h. 17
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debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibanya dalam membayar
hhutangnya kepada pihak kreditur. Dalam sebuah perjanjian ada beberapa
subjek hukum merupakan pihak pihak yang mengikatkan dirinya dalam
sebuah perjanjian dan mendukung melakukan hak dan kewajiban di dalam
perjanjian. Pada Pasal 1313 Kitab Undang Undang Perdata yang berbunyi:
“Perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, ¢

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud perorangan bukan
hanya orang perorangan atau individu saja tetapi sebuah badan hukum yang
merupakan sekumpulan orang dalam suatu badan hukum.” Dalam suatu
kegiatan hutang piutang telah dilakukan sejak lama pada saat masyarakat
telah menggunakan uang sebagai alat pembayaran di lingkungan sekitar.

Sejak saat itu uang adalah alat terpenting dalam kehidupan
bermasyarakat dalam proses jual beli, tetapi rendahnya ekonomi dalam
keluarga sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan
pinjam meminjam. Perjanjian hutang piutang sudah menjadi bagian
kehidupan masyarakat yang ada di era sekarang, bahkan hampir semua
orang melakukan kegiatan hutang piutang sebagai sesuatu yang sangat
diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomiannya dan untuk

meningkatkan taraf kehidupannaya. Dalam tindakan hutang piutang

6 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, (Bandung, Alumni, 2019), h. 60.
" Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, h. 61.
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tersebut, pasti sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang
biasanya disebabkan oleh salah satu pihak baik pihak kreditur maupun
debitur. Dari waktu kewaktu kebutuhan setiap masyarakat semakin
berkembang, sehingga mengakibatkan suatu perundang-undang harus
disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini, perubahan zaman yang
sangat pesat tetapi pengetahuan akan adanya hukum dan masyarakat yang
kurang terhadap informasi dalam perubahan peraturan sangatlah kurang.
Sehingga seseorang hanya mengandalkan rasa saling percaya.

Dalam Pasal 1313 KUH Pedata menyatakan bahwa suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun unsur-unsur perjanjian
adalah sebagai berikut:®

1. Essentalia, adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadiya
perjanjian.unsur ini mutlak dan merupakan syarat sahnya perjanjian

2. Naturalia, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu
unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara
diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena
sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

3. Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang
merupakan  ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara

menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak.

8 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, h. 63.
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Perikatan/verbintenis adalah hubungan hukum (rechtsbetrekking)
yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya. Oleh
karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara
perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam
lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan
suatu hubungan hukum yang timbul sendirinya, akan tetapi hubungan

tercipta karena adanya tindakan hukum/rechtshandeling.’

Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pihaklah yang
menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak
diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak
yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk

menunaikan prestasi.

Prestasi merupakan obyek (Voorwerp) dari perjanjian. Tanpa prestasi,
hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, tidak akan
memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 1234 KUHPerdata, maka prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk
menyerahkan atau menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk
tidak melakukan sesuatu. Perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian
maupun karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata). Sumber

terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian obligatoir

® Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, h. 64.
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yang diatur lebih lanjuut di dalam Bab Ke II Buku Ke III KUHPerdata

tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.'?

Semua tindakan baik perikatan yang terjadi karena undangundang
maupun perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian
kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya,
berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah
fakta yang menimbulkan akibat hukum. Fakta ini dapat berupa
perbuatan/tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum
apa adanya (blote rechtsfeiten) misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan
atau keadaan belum dewasa, hubungan kekerabatan, ataupun lemahnya

waktu atau daluarsa.

Ada dua bentuk tindakan atau perbuatan hukum manusia, yaitu
tindakan yang berakibat hukum dan yang tidak berakibat hukum. Akibat
hukum itu timbul karena pernyataan kehendak orang yang ditujukan untuk
terjadinya atau berakibat hukum. Timbulnya akibat hukum tersebut
merupakan tujuan dari kehendak orang. Tindakan demikian dinamakan
tindakan hukum atau perbuatan hukum.!! Timbulnya suatu akibat hukum,
baik merupakan maupun tidak merupakan tujuannya, maka tindakan

tersebut dikenal sebagai tindakan materil. Suatu tindakan materil, tetapi

10 R, Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya
Paramita, 2019), h. 451
1 R, Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 455
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bukan suatu tindakan hukum, misalnya perbuatan melawan hukum (Pasal
1365 KHUPerdata). Tindakan/perbuatan hukum dibagi menjadi tindakan
hukum sepihak dan tindakan hukum berganda. Perbedaan itu terutama
bergantung pada beberapa orang/pihak yang terkait dengan terjadinya
tindakan hukum tersebut. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan yang
dilakuan oleh seorang saja, dan yang menimbulkan, berubah dan
berakhirnya suatu hak, seperti pada pembuatan surat wasiat, penolakan
harta peniggalan dan pengakuan anak luar kawin. Pada tindakan hukum
berganda diperlukan kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk
memunculkan akibat hukum.!> Asas-Asas Hukum Perjanjian Asas hukum
merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum,
bahkan menjadi dasar dari keseluruhan peraturan perundangundangan.
Asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang
merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit serta berguna
sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

suatu perjanjian.

Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Buku III Kitab Undang

Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas penting, antara lain.'?

1. Asas kebebasan berkontrak (contracteer vrijheid). Menurut asas ini

orang bebas membuat, menentukan isi perjanjian, berlakunya dan

12 R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 452
13 R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 456
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syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak, bebas
memilih undangundang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian.
Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang
Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undangundang bagai mereka yang membuatnya”.
Kata “semua perjanjian” dalam pasal tersebut berarti bahwa setiap
orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian,
membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan sendiri isi dan
bentuk perjanjian yang akan dibuat, serta hukum yang akan
digunakan. Namun menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada
batasannya, antara lain: tidak dilarang undang-undang, tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum.'4

2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak). Berdasarkan asas
konsensualisme, perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat
antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Asas ini terdapat
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah

adanya kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya.!’

14 R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 457
15 R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 458
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3. Asas kekuatan mengikat (Asas Pacta Sunt Servanda). Asas ini
merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu
perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu perjanjian yang
memenuhi syaratsyarat dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang
Hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”.'®

4. Asas iktikad baik. Merupakan asas yang berkenaan dengan
pelaksanaan perjanjian, yang didasarkan Pasal 1338 ayat (3) dan
Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat
(3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata disebutkan bahwa
Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sedangkan
menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
disebutkan bahwa Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,

kebiasaan dan undang-undang.!”

16 R, Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 459
17 R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang, h. 460
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5. Asas berlakunya suatu perjanjian. Bahwa suatu perjanjian hanya
berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi tidak ada
pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak bisa
mendapatkan keuntungan karena adanya perjanjian tersebut, kecuali
telah diatur dalam undangundang maupun perjanjian tersebut,
misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga. Asas
ini diatur dalam Pasal 1340 jo Pasal 1317 Kitab UndangUndang

Hukum Perdata.

Menurut Prof. Subekti, S.H. Perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu

saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Perjanjian adalah
suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, di mana suatu
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk

tidak melakukan seuatu hal.

Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan
dalam KUHPer Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.
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Dengan beberapa asas seperti sistem terbuka. Asas ini mempunyai
arti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan
hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga asa kebebasan berkontrak,
yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer).

Bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh
disingkirkan, apabila pihak-pihak yang mebuat perjanjian itu menghendaki
dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari undang-

undang.

Konsensualisme, artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik
tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan

syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer).

Kepribadian, mempunyai arti bahwa perjanjian hanya mengikat bagi
para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada
umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa
para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih
dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

yang akan diadakan itu.
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Kecakapan untuk membuat perjanjian itu. Pada dasarnya, setiap
orang yang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang-
undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPer) yaitu adanya
suatu hal tertentu, suatu hal yang diperjanjikan harus jelas dan dapat
ditentukan, adanya suatu sebab yang halal, menyangkut isi perjanjian yang
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-

undang (Pasal 1337 KUHPer).
Beberapa jenis-jenis perjanjian yaitu:'®

1. Perjanjian timbal-balik (hak dan kewajiban)

2. Perjanjian sepihak (menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja)
3. Perjanjian cuma-cuma (menimbulkan keuntungan pihak lain)

4. Perjanjian atas beban (kedua prestasi ada hubungan hukum)

5. Perjanjian konsensuil (kesepakatan antar 2 pihak)

6. Perjanjian riil (kesepakatan disertai penyerahan nyata barangnya)

7. Perjanjian bernama (diatur UU) dan tak bernama (tak diatur UU)

Adapun dalam sebuah perikatan itu sendiri ialah kesemuanya kaidah
hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada

tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.'®

18 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum h. 68.
19 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum, h. 70
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Menurut Prof. Subekti, S.H. Perikatan adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Perikatan ialah hubungan
hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang
harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang
dimaksudkan dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak,
dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan

pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Perikatan bersyarat mengandung arti bahwa suatu perikatan adalah
bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan

datang dan yang masih belum tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat terdiri

dari:%0

1. Perikatan dengan syarat tangguh. lalah perikatan lahir jika peristiwa
tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa tersebut (1263
KUHPer).

2. Perikatan dengan suatu syarat batal. lalah perikatan yang sudah
lahir akan berakhir atau batal jika peristiwa tersebut terjadi.

Perikatan juga batal apabila (1). Syarat itu bertentangan dengan

20 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum, h. 72
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susila atau yang dilarang UU. (2). Pelaksanaan digantungkan pada
kemauan debitur (Pasal 1256 KUHPer)

3. Perikatan dengan ketetapan waktu ialah perikatan yang hanya
menangguhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu
perikatan.

4. Dalam perikatan mana suka, si debitur dibebaskan jika ia
menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam
perjanjian, tapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima

sebagian dari barang yang lainnya (Pasal 1272 KUHper).

Jika dalam suatu perjanjian kepada masing-masing pihak diberikan
hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang
dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak yang berutang.
Misalnya, dalam Firma, jika salah satu pihak dalam firma tersebut utang
kepada bank atas nama firma, maka semua anggota yang terdapat dalam
firma akan menanggung utang dari pihak yang berutang kepada bank tadi

(tanggung renteng).

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Pada hakekatnya
perikatan ini tergantung pada kehendak kedua belah pihak, tentang

memenuhi prestasi (kewajiban yang diperjanjikan).

Perikatan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai orang (si

berhutang/kreditur) melalaikan kewajibannya. Hukuman ini biasanya
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ditetapkan dalam suatu jumlah tertentu (uang), yang merupakan
pembayaran kerugian atas wanprestasi yang sejak semula ditetapkan
sendiri oleh para pihak yang membuta perjanjian itu. Perikatan yang

bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPer), terdiri dari:?'

Perjanjian bernama, yakni perjanjian yang sudah ditentukan dan
diatur dalam Perpu/UU. Misalnya: jual-beli, sewa-menyewa. Perjanjian
tidak bernama, yakni perjanjian yang belum ada dalam UU. Misalnya:
leasing, dsb.Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1352
KUHPer) Undang-undang saja (1352 KUHPer), contohnya: hak numpang
pekarangan. Undangundang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPer),
contohnya: perbuatan yang halal (1354 KUHPer) dan perbuatan yang

melawan hukum (1365 KUHPer).

Menurut Pasal 1382 KUHPer, hapusnya perikatan terjadi karena:
Pembayaran. Pelunasan berupa prestasi dalam perjanjian (Pasal 1382-1403
KUHPer). Penawaran pembayaran diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan. Diatur dalam Pasal 1404-1412 KUHPer, jika si berpiutang
menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran

pembayaran tunai dengan perantaraan notaris atau juru sita, jika si

2l Yahya Harahap, Segi-segi Hukum, h. 75
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berpiutang menolaknya, maka si berutang menitipkan uang atau barangnya

kepada Paniter Pengadilan Negeri untuk disimpan.??

Maka hal ini akan membebaskan si berutang dan berlaku sebagai
pembayaran. Pembaharuan Utang (novasi). Pembuatan perjanjian baru
yang menghapuskan perikatan yang lama, sambil meletakkan suatu
perikatan baru Perjumpaan utang (kompensasi/timbal balik). Pencampuran
utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan
orang berutang (debitur) berkumpul apda lorang (1436 KUHPer).
Pencampuran yang terjadi pada diri debitur utama berlaku juga untuk

keuntungan para penanggung utangnya.

Pembebasan utang adalah suatu perbuatan hukum di mana kreditur
dengan sukarela membebaskan/melepaskan haknya dari debitur dari segala
kewajibannya (1438-1443 KUHPer). Musnahnya barang yang terutang
(1444-1445 KUHPer). Barang yang menjadi oyek perjanjian musnah, tidak
dapat lagi diapa-apakan. Pembatalan. Hapusnya perikatan karena
pembatalan diatur dalam Pasal 1446 KUHPer, disebutkan pembatalan
perikatan apabila: (a). Perikatan itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap
hukum, (b). Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan dan

penipuan. Berlakunya suatu syarat batal. Suatu syarat batal adalah syarat

22 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, h. 44
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yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala

sesuatau kembali pada semula, seolah-olah tidak terjadi perikatan.

B. Perjanjian Utang Piutang

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam
yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
jumlah barangbarang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam keadaan yang sama pula.

Pengertian perjanjian utang-piutang dalam Pasal 1313 menyebutkan
bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.
Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua
pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal
yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.?®

Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020),
h. 290.
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seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal tertentu”.**

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam,
telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga
KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas
menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
Jjumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*

Melihat berdasarkan dari perngertian perjanjian utang piutang yang
diatur dalam Pasal 1754 KUHPedrdata, dapat diketahui bahwa yang paling
pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah
kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang
baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari,
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh
debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur

atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu

24 Subekti, 2022, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2022), h. 1.
25 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2021),h. 9
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memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan debitur. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang
yaitu kreditur dan debitur.

1. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang
memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam UndangUndang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima
pinjaman utang (pthak yang berutang). Dalam UndangUndang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian kreditur dengan debitur dalam uutang-piutang yaitu dalam
perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-
meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata
menyebutkan, “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak

vang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu
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barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula™ *®

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak
dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari
perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang
kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang
telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian
utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.?’

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu
diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses
pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan
kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan
lunas.?®

Berdasarkan pengertian dari petjanjian utang-piutang yaitu suatu
perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi
pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang,
dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan

jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk

26 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, h. 9.

27 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, h. 146.

28 Martha Noviaditya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan
Jaminan Hak Tanggungan, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta 2020), h. 1.
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mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu
yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya
kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka berdasarkan asas
pacta sunt servanda yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah
ditanda tanganinya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak
terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati
aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan
perjanjian.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang
piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan
kewajiban debitur.Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur
di lain pihak.Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak
debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak
dalam melakukan perjanjian utang-piutang.?’

3. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata

kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur

wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah

2% Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, h. 29-31.
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terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761
KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman.
Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat
diminta kembali oleh kreditur.

b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka
waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan
mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur
juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan,
hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan
menentukan  waktu  pengembalian  tersebut (pasal 1761

KUHPerdata).

4. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak
banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah
mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh
kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah
diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal

tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata.
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Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan
kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari
perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang
kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang
telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian
utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.>°

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian
utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang
telah  diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang
dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar
janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk
pelanggaran terhadap perjanjian = utang-piutang sebagai  sumber
persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih
utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi,
maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur dapat
berupa:3!

a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

45.

39 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, h. 146.
31 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa 2022), h.

1 Subekti, Hukum Perjanjian, h. 46
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b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah)

c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur
menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum
yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:'!

a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
atau yang dinamakan membayar ganti rugi

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

c. Peralihan resiko

d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan

di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

5. Ganti Rugi

Dalam Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi perdata lebih
menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu
perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur
akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian
tersebut meliputi:

a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
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b. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda
milik kreditur akibat kelalaian debitur;
c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena
tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila
debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian
dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melalukan
wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak
sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi
kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai
. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang
dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena
undang-undang.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan,
cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi
adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan

tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.Adapun
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yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan
kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti
yang telah ditentukan dalam wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian
yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak
dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak
disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi
kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah
diperjanjikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi
adalah ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu
hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan
oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak
terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau
kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang

menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan
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akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila
perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract),
Secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi”
yang buruk dari sesorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian.
Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi
atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena
tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan .

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi
janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu
dapat dipersalahkan kepadanya”. Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan
tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak
debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding),
atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya
dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga
karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu,
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atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat
diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang
telah ditentukan.

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam
perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan
kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4
sanksi, yaitu:

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur

2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian

3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim
normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam
hukum pidana.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti
yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh
debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan
debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena
kelalaian dan karena keadaan memaksa (overmacht atau force majeure),
jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi
karena kesengajaan, kesalahan dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan

atau kelalaian).
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Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat
perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau
demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi,
perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu
pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu
pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan
debitur supaya ia memenuhi prestasi.

Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur
dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan
dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya
menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang
ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur
dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara
tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi
dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian
Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat
peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara

penyampaiannya.
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Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat,
telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan
tanda terima. Surat peringatan ini disebut “ingebreke stelling”.

Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu
perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah
diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). Apabila perkataan itu
timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan
perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata).

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada
debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau
pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan
sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Debitur memenubhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau
terlambat.

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam ilmu
hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “doktrin

pemenuhan prestasi substansial” (substansial performance). Yang
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dimaksud dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial adalah suatu
doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak
melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah
melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain
harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara
substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara
“material” (material breach). Karena itu, jika telah dilaksanakan
substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan, tdaklah
berlaku lagi doktrin exception non adimpleti contractus, yakni doktrin yang
mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya,
maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan
kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang
berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak
secara substansial tidak dapat diberlakukan. Untuk kontrak-kontrak yang
tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku
doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering disebut dengan
istilah-istilah  sebagai berikut: strict performance rule, atau full
performance rule, atau perfect tender rule.

Berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya

seorang penjual menyerahkan barang dengan tidak sesuai (dari segala
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aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah

hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

1.

Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita
oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).

Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut
pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266

KUHPerdata).

. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih

kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2)

KUHPerdata).

. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat

dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian

(Pasal 1267 KUHPerdata).

. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di

muka Pengadilan Negeri, dan f. debitur dinyatakan bersalah.
Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita

oleh kreditur.

Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang

diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan-Persyaratan yang ditetapkan

oleh KUHPerdata sehingga terjadinya kerugian adalah sebagai berikut:
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Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246
KUHPerdata terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya
ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.

2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan
kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah
sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena
kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah
konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya
barang karena terbakar.

3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur
lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada.
Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita
oleh kreditur. Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan
diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undangundang masih
memberikan pembatasanpembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang
sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur.

Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk
perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenangwenangan
kreditur. Mulai diwajibkannya sesuatu pembayaran ganti rugi atau starting

point pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata adalah:
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sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau
Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya
tenggang waktu di mana debitur dapat membuat atau memberikan tersebut.

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal
penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut : Jika dalam perjanjian
itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai
dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap
melalaikannya. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka
waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak
terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Terhadap debitur baru dapat dimintakan ganti rugi jika wanprestasi
tersebut bukan dikarenakan oleh alasan yang tergolong ke dalam force
majeure, yaitu dalam hal- hal sebagai berikut:

1. Karena sebab-sebab yang tidak terduga Menurut Pasal 1244, jika
terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur)
yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan
kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi
kontrak, melainkan termasuk ke dalam kategori force majeure, yang
pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur
beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan

tanggung jawabnya.
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2. Karena keadaan memaksa Sebab lain mengapa seseorang debitur
dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu
bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika
tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan
memaksa. Lihat Pasal 1245 KUHPerdata.

3. Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh
debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku),
maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar
ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerdata).

Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada debitur berdasarkan Pasal
1247 KUHPerdata, maka kerugian yang ditimbulkannya tersebut haruslah
diharapkan akan terjadi atau sedianya sudah dapat diduga sejak saat
dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan
seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan
oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang
melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdata terhadap
suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang
merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sungguh pun tidak
terpenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh
pihak debitur. Apabila dalam suatu kontrak ada provisi yang menentukan

jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur
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tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah
yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau
dikurangi berdasarkan pada Pasal 1249 KUHPerdata.

Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang
pembayaran sejumlah wuang yang disebabkan karena keterlambatan
pemenuhan prestasi oleh pihak debitur berdasarkan Pasal 1250
KUHPerdata, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Ganti rugi hanya
terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, kecuali ada
perundang-undangan khusus yang menentukan sebaliknya;

Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan
adanya kerugian terhadap kreditur; pembayaran ganti rugi tersebut
terhitung sejak dimintakannya di pengadilan oleh kreditur, kecuali jika ada
perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi karena
hukum.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi
atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena
tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan .

Aturan hukum menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan
sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena
kesengajaan atau kelalaian.

D. Tinjauan Hukum Arisan
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1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau
barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang
terkumpul, salah satu dari anggota akan keluar sebagai pemenang.
Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan pengundian, perjanjian
dengan anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan

prioritas kebutuhan anggota.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan adalah suatu kegiatan
yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa
orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang
memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara

berkala sampai semua anggota memperolehnya.*

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah
Algardu Alta“awuni, Al-qardu Al-jama‘i, Al-jam ‘iyyah Alta ‘awuniyyah.
Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan istilah Rotating

Savings and Credit Association (ROSCA) dan a regular sosial gathering.>?

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai Rotating Savings and

Credit Association (ROSCA) atau Assosiasi Tabungan dan Kredit

32 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, 2019), h. 57.
33 Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik
ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), (Malang: UB Press, 2021), h. 2.
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Bergilir.** Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat
karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua
orang yang membutuhkan. Menjadi anggota arisan berati memaksa diri
untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi

berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

2. Hukum Pelaksanaan Arisan

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini
adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi“i dikalangan ulama terdahulu, Abdul
Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-‘Utsaimin, Said Abdul ‘Adhim dalam
kitabnya membolehkan arisan, karena memudahkan mu ‘sirin (orang-orang
yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis fakaful ta‘awuni

atau solidaritas mutual >

Hakikat arisan adalah akad gardh (utang piutang). Qardh pada sistem
arisan benar-benar gardh mu ‘tad (utang piutang biasa). Perbedaan dengan
gardh konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak
substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang menghutangi sejumlah
orang. Dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia
statusnya adalah (pihak yang berhutang), yang mendapatkan terakhir

mugqtarid statusnya adalah mugrid (pihak yang menghutangi) saja,

34 Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam, hlm.12
35 Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam.h. 5
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sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya

mugqtarid sekaligus mugrid. 3

Karena arisan adalah akad gardh, maka untuk mengetahui bagaimana
hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam
terhadap gardh. Dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad

qardh hukumnya mubah.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang belum diatur secara
khusus di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mayoritas ulama berpendapat
hukum arisan dikembalikan kepada hukum asal muamalah dan arisan
sendiri dalam Al-quran dan Hadist tidak dibahas dan tidak ditemukan,
maka hukum arisan dibolehkan (mubah) selagi belum ada dalil yang
mengharamakannya. Arisan dapat menjadi terlarang apabila di dalamnya
menimbulkan mudharat yang besar ketimbang manfaatnya. Apabila di
dalamnya terkandung hal-hal merugikan seperti, riba, gharar, dan
penipuan maka arisan tersebut sudah pasti dilarang dalam muamalah. Oleh
karena itu sebelum mengikuti arisan harus berhati-hati dalam memilih

arisan, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam.

3. Manfaat Arisan

36 Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam. h. 25
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Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang
bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara anggota
tersebut untuk menentukan siapa yang akan memperoleh uang lebih dahulu,
undian dilaksanakan dalam pertemuan secara berkala sampai semua
anggota memperolehnya. Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup
masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga jutaan rupiah.
Ada beberapa manfaat positif yang bisa diambil dari kegiatan arisan ini

yaitu sebagai berikut:

a. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan
b. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya

c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang
promosi)

d. Sarana menabung
e. Mendapat pinjaman tanpa bunga

Mendapatkan pahala dari Allah Swt, karena telah melakukan
kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk kerjasama dalam

mengumpulkan uang iuran arisan dan meringankan beban sesama muslim.
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